
 

 

 

 
 

 
 

BUPATI KOTABARU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN  DAERAH KABUPATEN  KOTABARU 

NOMOR 03 TAHUN  2015    

TENTANG 

IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   

 
BUPATI KOTABARU, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan perekonomian 

rakyat dan mendukung kesempatan berusaha bagi 
masyarakat khususnya usaha penggilingan padi 

maka perlu diatur perizinan bagi usaha penggilingan 
padi; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian 

Nomor 859/Kpts/TP.250/11/1998 tentang Pedoman 
Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan 
Penyosohan Beras untuk mengendalikan persaingan 

usaha yang sehat, peningkatan kesadaran hukum, 
ketertiban dan keamanan dalam perizinan usaha 

penggilingan padi, huller dan penyosohan beras maka 
perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan 
perusahaan penggilingan padi, huller dan 

penyosohan beras di Kabupaten Kotabaru; 

c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, 

pengawasan dan pembinaan terhadap usaha 
penggilingan padi, huller dan penyosohan beras di 
Kabupaten Kotabaru; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin  Usaha 

Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Indonesia 

Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3214); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4866); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 
tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan 
Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 2977); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5145); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005              

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, 
Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap 

Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5298); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 32); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 
Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 

1991 Nomor 02 Seri C); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 
Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 
07); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 
Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 06, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 
Nomor 05); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 28 

Tahun 2013 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 

28); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 
Tahun 2013  tentang Pembentukan, Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 
Nomor 25); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

dan 

BUPATI KOTABARU 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA 

PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN 
BERAS.  

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Derah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotabaru. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kotabaru. 

4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal yang selanjutnya disingkat BPPTPM adalah 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal Kabupaten Kotabaru yang menangani 

pelayanan publik perizinan berdasarkan wewenang 
yang diberikan oleh Bupati. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah perangkat daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur 

pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dibidang pertanian. 

6. Penggilingan padi adalah setiap usaha yang 

digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan 
ditujukan serta digunakan untuk mengolah 
padi/gabah menjadi beras sosoh. 

7. Huller adalah setiap usaha yang digerakkan dengan 
motor penggerak dan ditujukan serta digunakan 

untuk mengolah padi/gabah menjadi beras pecah 
kulit. 
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8. Penyosohan adalah setiap usaha yang digerakkan 

dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta 
digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi 
beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi 

beras yang lebih baik lagi.  

9. Izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan 

beras yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin 
yang diberikan atas kegiatan penggilingan padi yang 
digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan 

ditunjuk serta digunakan untuk mengolah 
padi/gabah menjadi beras. 

10. Pemberian izin adalah izin yang diberikan kepada 

orang pribadi atau badan yang melakukan usaha 
penggilingan padi, huller dan penyosohan beras. 

11. Badan adalah badan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan 
Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk 

apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, 
koperasi atau organisasi sejenis, lembaga dana 

pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk-bentuk 
badan usaha lainnya. 

12. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya 

disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus 

oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan 
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 

 

 BAB II 
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN 

USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN 
PENYOSOHAN BERAS 

Pasal 2 

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha  
penggilingan padi, huller dan penyosohan beras wajib 

memiliki izin usaha.  
 

Pasal 3 

Untuk mengajukan dan mendapatkan izin usaha, setiap 
orang atau badan wajib mengajukan permohonan tertulis 

kepada Bupati melalui Kepala BPPTPM dengan 
melampirkan : 

a. surat Keterangan yang memuat keterangan besarnya 

daya kuda mesin yang akan dioperasikan; 

b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang 
masih berlaku; 
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c. fotocopy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku; 

d. fotocopy Izin Tempat Usaha yang masih berlaku; 

e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

f. fotocopy akta pendirian perusahaan bagi  usaha yang 

berbentuk badan; 

g. fotocopy izin usaha perdagangan bagi perusahaan 

skala besar yang memiliki kapasitas giling lebih besar 
dari 1500 kg/jam setara beras/unit usaha; dan 

h. bukti izin usaha sebelumnya bagi izin perpanjangan. 

 
 

Pasal 4 

(1) Bupati berwenang dalam menerbitkan izin usaha. 

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala 
BPPTPM.  

(3) Bupati menerbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), setelah ada rekomendasi dari SKPD dan 
kajian lokasi oleh Tim Perizinan. 

(4) Izin usaha diberikan pada perorangan atau badan 
usaha yang mempunyai tempat izin usaha yang 
menetap dan tidak berpindah-pindah. 

 

Pasal 5 

Bagi pemohon izin yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, 

berlaku Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur 
tentang Pegawai Negeri Sipil. 

 
 

BAB III 

JANGKA WAKTU IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, 
HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS 

Pasal 6 

(1) Jangka waktu berlakunya izin usaha adalah selama 
perusahaan masih beroperasi dan setiap 3 (tiga) tahun 

wajib didaftar ulang.  

(2) Persyaratan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
 

BAB IV  
PENYIDIKAN 

Pasal 7 

(1) Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 
di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 

penyidikan tindak pidana di bidang perizinan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan  dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang perizinan; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 

dengan tindak pidana perizinan; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 

pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 

pidana perizinan; 
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan 

dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana perizinan; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 

bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-
dokumen lain serta melakukan penyitaan 
terhadap barang bukti tersebut; 

f. meminta keterangan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 

perizinan; 
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen 
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf 

c; 
h. mengambil gambar seseorang berkaitan dengan 

tindak pidana perizinan; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 

perizinan menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut 

umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana. 

 

 
BAB V 

KETENTUAN PIDANA  

Pasal 8 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 

diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 
(enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah pelanggaran. 

 

Pasal 9 

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

atas pelanggaran ketentuan dalam Pasal 2 dilaksanakan 

setelah sebelumnya dilakukan pembinaan dan pengarahan 

oleh tim teknis terkait yang dilanjutkan dengan teguran 

secara lisan dan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-

turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) 

bulan. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN  

Pasal 10 

(1) Pabrik penggilingan padi, huller dan penyosohan beras 
yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah 

ini, wajib memiliki izin usaha paling lambat hari kerja 
1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan 

Daerah ini. 

(2) Izin usaha yang sudah ada sebelum berlakunya 
Peraturan Daearah ini masih tetap berlaku sampai 

dengan batas berlakunya berakhir. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotabaru. 

 
 

Ditetapkan di Kotabaru 
pada tanggal 27 Februari 2015  

BUPATI KOTABARU, 

     
 

                                                       ttd 
 

H. IRHAMI RIDJANI   

 
Diundangkan di Kotabaru 

pada tanggal  27 Februari 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU, 
 

 
                          ttd 
 

 
                  H. SURIANSYAH 

 
 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  

TAHUN 2015 NOMOR 03 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN : (21/2015)  


